BAB Il1
DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum
3.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa
Timur,Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di
Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten
dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang
mempunyai koordinat 112°17', 10,90” sampai 112°57', 00,00” Bujur
Timur dan 7°44', 55,117 sampai 8°26', 35,45” Lintang Selatan.
Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau
Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di

Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen.

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Malang tepat
di- tengah-tengahnya,Kabupaten - Jombang.dan Kota Batu di utara
Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra
Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat.
Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa
sejuk, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan
wisata utama di Jawa Timur.Bersama dengan Kota Batu dan Kota
Malang,Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah
yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang).
Kondisi topografi Kabupaten Malangmerupakan dataran tinggi yang
dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah
lembah pada Ketinggian-250- 500-meter di atas permukaan laut (dpl)
yang terletak di bagiantengah wilayah kabupaten malang. Daerah
dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur di bagian selatan
pada ketinggian 0 — 650 meter dpl, daerah lereng tengger Tengger-
Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian

500-3.600 meter dpl dan daerah lereng Kawi — Arjuno di bagian barat
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pada ketinggian 500 — 3.300 meter dpl (Kabupaten Malang Satu Data
| 1, n.d.).

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Malang

Sumber: www:kompasiana:.com

3.2 Sejarah Bawaslu Kabupaten Malang

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan
pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu
yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal
istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh
peserta dan warga negara tentang - penyelenggaraan Pemilu yang
dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut
sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup
kuat, tetapi dapat dikatakan sangat-minim terjadi kecurangan dalam
pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah
pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis
pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan

bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.
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Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan
Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
(Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap
pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.
Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-
protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang
dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran
dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif.
Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR-yang didominasi
Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-
undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982 (Andriyani et
al., 2021).

Demi_memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk
menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu,
pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat
dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum
(LPU) (Aldirensa et al., 2022). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan
penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi
penguasa semakin menguat. Untuk  itulah dibentuk sebuah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi
campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat
penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari
Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di
sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari
Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) (Yusuf,
2016) .

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas
Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah

lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia
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Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan
dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) (Yusran, n.d.).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada
sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas
Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di
tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu
merupakan kewenangan dari KPU (Anggara, 2019). Namun selanjutnya
berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang
dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,
rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan
pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika
kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan
dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama
Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) (Aldho Syafriandre,
Aidinil Zetra, 2019). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga
didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat
Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki

kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.
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3.3 Tugas dan Fungsi BAWASLU

3.3.1

1.

3.3.2

Tugas BAWASLU Kabupaten Malang

Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7
tahun 2017 antara lain:
Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota

terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah kabupaten/kota,

. Mencegah  terjadinya praktik = politik- uang - di wilayah

kabupaten/kota;

.-Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam

kegiatan- kampanye sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang

ini;

. Mengawasi  pelaksanaan - putusan/keputusan di- wilayah

kabupaten/kota,

.~Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksankan

penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah kabupaten/kota;

.~Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Fungsi Bawaslu Kabupaten Malang
1. Divisi Pengawasan mengoordinasikan fungsi:
a. Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
b. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
c. Sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
d. Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan

Pemilu dan Pemilihan;
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e. Pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
pemantauan dan

f. Evaluasi; dan penyiapan laporan hasil pengawasan
tahapan Pemilu dan Pemilihan,

g. Laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan.

2. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan
Lembaga mengoordinasikan fungsi:

a. Penyiapan  analisis  dan - kajian.  hukum;
pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;

b. Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode
etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

.. Hubungan masyarakat;

d. - Kerja sama antarlembaga;

e. Pemantauan dan evaluasi; dan penyiapan laporan
tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan
laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat,
dan Hubungan Lembaga.

3. Divisi Penanganan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi:

a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan
tindak pidana Pemilu dan tindak pidana
Pemilihan;

b. ‘Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak
pidana Pemilihan pengadministrasian dan
fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;

c. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau
temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan
Pemilihan;

d. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
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Pengadministrasian laporan dan/atau temuan
dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
Pemantauan atas tindak lanjut laporan dan/atau
temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan
Pemilihan;

Pemantauan dan evaluasi;

Dan penyiapan- laporan tahapan Pemilu dan
Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir
Divisi Penanganan Pelanggaran.

4. Divisi Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan fungsi:

a.

Pencegahan sengketa proses -~ Pemilu  dan
Pemilihan;

penyelesaian = sengketa proses.. Pemilu dan
Pemilihan;

Pemantauan dan evaluasi;

Dan penyiapan laporan tahapan Pemilu dan
Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir

Divisi Penyelesaian Sengketa.

5. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan

Informasi mengoordinasikan fungsi:

a.

Perencanaan  dan  penyusunan  anggaran
pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
Pembentukan Panwaslu  Kecamatan/Panwas
Kecamatan; tata laksana dan kesekretariatan;
Pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu
bagi jajaran Panwaslu — Kecamatan/Panwas
Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan
kesekretariatan;

Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas

Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
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e. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan
Pengawas Pemilihan; pengelolaan basis data
penyelenggaraan tugas, wewenang, dan
kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;

f. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi
Bawaslu —Kabupaten/Kota; pemantauan dan
evaluasi;

g. Dan penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan
tahunan, dan laporan akhir Divisi-Sumber Daya

Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

3.4 Struktur Organisasi

PERBAWASLU NOMOR 3 TAHUN 2020

ﬁ' BAWASLU

KABUPATEN MALANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

PANWASLU KECAMATAN

Gambar 3.2 struktur organisasi BAWASLU Kab, Malang

Sumber :BAWASLU Kab. Malang
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